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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Suatu pemerintahan daerah yang mampu mengelola keuangan daerahnya 

dengan baik, dengan melaksnakan otonomi daerah dengan baik karena ciri utama 

daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu kemampuan keuangan daerah 

dan ketergantungan ke pihak pusat harus diminimalkan, namun pada kenyataanya, 

sudah belasan tahun sejak otonomi daerah di berlakukan kemampuan Keuangan 

Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada pihak pusat. Oleh karena itu 

untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya maka perlu 

pengukuran Kinerja Keuangan ( Hakim,2018). 

Hal ini dikarenakan telah terjadi desentralisasi sehingga memberikan 

kemudahan kontrol dibandingkan dengan sentralisasi, setelah di berlakunya 

undang-undang tersebut maka pemerintah daerah telah diberikan tanggung jawab 

yang mengharuskan Pemeintah Daerah Lebih berperan aktif dalam mengurus 

sendiri urusan pemerintahan yang merupakan konsekuensi dari otonomi daerah 

(Dora, 2017). 

Perubahan sistem pemerintahan membawa perubahan pada sistem 

hubungan keuangan dalam pelakasanaan otonomi daerah antara Pemerintah Pusat 

dan Pmerintah Daerah yang telah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 

2004.Diterbitkanya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 

memiliki hubungan yang berkaitan karena dengan adanya Peralihan Wewenang 

pemerintah pusat ke daerah maka harus diikuti dengan penyerahan keuangan yang
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 di percayakan Pemerintah Pusat untuk mengolah keuangan daerahnya 

(Rahayu,2016). 

Menurut (Mahmudi 2010), dapat di lakukan dengan menggunakan analisis 

pendapatan ,analisis belanja dan analisis pembiayaan. Analisis pendapatan 

bertujuan untuk mengukur sejauah mana kemandirian pemerintah daerah dalam 

menggali potensi-potensi pendapatan yang diterimanya.Dengan tingkat 

kemandirian keuangan yang besar berarti daerah tidak lagi tergantung sepenuhnya 

pada bantuan pemerintah pusat. Analisis belanja dimaksudkan untuk 

mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara 

ekonomis,efisien dan efektif. Sedangkan analisis pembiayaan dimaksudkan untuk 

menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran yang telah dikelola. 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo 

dengan menggunakan laporan Realisasin Anggaran (LRA) yang dipublikasikan. 

Jika dibandingkan dengan neraca, LRA menduduki prioritas lebih penting, dan 

LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan 

sebelum membuat laporan neraca, laporan oprasional serta laporan arus 

kas.Sedangkan anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 

Pengukuran kinerja keuangan daerah sangat penting untuk menilai 

transparasi dan akuntabilitas laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah dalam 

melakukan pengelolaan keuangan daerah karena pada laporan tersebut 

menyediakan informasi dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan 
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diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah Daerah dalam rangka otonomi 

daerah ( Assidiqi,2014).  

(Mardiasmo 2007) menyatakan bahwa pengukuran kinerja untuk 

memenuhi tiga maksud pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja 

pemerintah. Kedua,untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan 

keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan 

memperbaiki komunikasi kelembagaan.Parker (1996) dalam suradjito (2000) 

menyebutkan terdapat lima manfaat dengan adanya pengukuran kinerja yaitu : (1) 

pengukuran kinerja mampu meningkatkan mutu pengambilan keputusan: (2) 

pengukuran kinerja mampu meningkatkan akuntabilitas internal : (3) pengukuran 

kinerja mampu meningkatka akuntabilitas public : (4) pengukuran kinerja 

mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan : (5) pengukuran kinerja 

memungkinkan suatu entitas untuk menentukan pengunaan sumber daya secara 

efektif. 

Dengan adanya pengukuran,analisis,dan evaluasi terhadap data yang 

berkaitan dengan kinerja, pemerintah dapat segera menentukan berbagai cara 

untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan 

dan sekaligus memberikan informasi obyektif kepada publik mengenai 

pencapaian hasil yang diperoleh. 

Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakn bagian yang sangat penting 

dalam suatu perusahaan atau instansi karena fungsinya untuk mengetahui keadaan 

keuangan suatu perusahaan atau instansi. Laporan realisasi anggaran adalah hasil 

ahir dari suatu proses akuntansi yaitu, aktivitas pengumpulan dan pengelolaan 
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data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar-ikhtisar lainya 

yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau 

mengambil keputusan 

 Untuk Pengelolaan Keuangan daerah dibutuhkan sumber daya ekonomi 

berupa keuangan yang di tuangkan dalam satun anggaran. Usaha pmerintah 

daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah serta 

kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana tercermin dalam anggran 

pendapatan dan belanja daerah.Suatu pemerintahan daerah yang mampu 

mengelola keuangan daerah dengan baik maka telah melaksanakan otonomi 

daerah karena cirri utama daerah yang mampu melaksanakan otonomi yaitu, 

kemampuan keuangan daerah dan ketergantungan ke pihak pusat harus di 

minimalkan. Namun kenyataanya sudah belasan tahun sejak otonomi daerah 

diberlakukan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah masih sangat tegantung 

dari pihak pusat.Oleh karena itu untuk melihat kemampuan daerah dalam 

mengelola keuangan maka perlu pengukuran kinerja keuangan.(Hakim.2018). 

Pemerintahan daerah pada sektor swasta anggaran merupakan rahasia dari 

perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor 

pemerintahan atau publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik 

untuk dikritik dan didiskusikan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan. 

Dalam penyusunan APBD diupayakan agar belanja oprasional tidak melampaui 

pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 

(Menurut Bastian 2005) prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan 

yang luas dan bertanggung jawab nyata pada pemerintah daerah secara 
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proposional dalam mengelola anggaran. Realisasi anggaran mengacu pada 

beberapa variabel dalam penggunaanya,diantaranya jumlah anggaran yang 

tersedia, penggunaan anggaran,dan sisa anggaran yang merupakan keuangan 

daerah yang harus ditelusuri dalam penggunaanya. Penyusunan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD), Pemerintah daerah menetapkan 

partisipasi setiap satuan kerja dalam penyusunan anggaran masing-masing SKPD 

membut Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang biasa disebut RKA SKPD. Dalam 

RKA SKPD masing-masing SKPD telah membuat indikator kinerja yang akan 

dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.Dalam RKA 

telah memuat input,output dan outcome dari masing-masing program dan kegiatan 

jadi dalam RKA telah memuat sasaran anggaran. 

Tabel 1.1 

Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran Untuk Pos Pendapatan dan Belanja Badan 

Keuangan Kota GorontaloTahun 2017 s/d Tahun 2019 

URAIAN 
ANGGARAN REALISASI 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PAD 67.053.945.507 76.691.561.214 83.537.542.689 65.176.593.7 08 67.102.488.100 74.857.417.467 

Belanja 88.542.695.431 82.922.530.702 122.817.777.427 80.479.659.173 78.212.311.751 99.030.153.123 

Belanja Operasi 72.511.373.0233 40.336.738.595 105.385.126.927 66.995.479.307 39.695.230.105 82.992.812.501 

Belanja Modal 3.464.872.408 1.596.175.000 1.901.325.000 1.435.461.866 1.464.807.820 1.634.472.790 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Badan Keuangan Kota Gorontalo 

 

Berdasarkan ikhtisar data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan 

Keuangan Kota Gorontalo  untuk pos PAD dan Belanja selama tiga tahun terahir 

dari 2017,2018,2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 jumlah PAD 

berdasarkan anggaran yang ditetapkan sebesar 67.053.945 miliar,yang terealisasi 

sebesar 65.176.593 miliar. Hasil ini mengalami kenaikan 2018 sebesar  
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76.691.561 miliar terealisasi 67.102.488 miliar. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan 

122.817.777 miliar terealisasi 99.030.153 miliar. 

Untuk pos Belanja rata-rata jumlah yang dianggarkan selama 2017 s/d 

2019 mengalami fluktuasi. Anggaran belanja tahun 2017 sebesar 88.542.695 

miliar  yang diserap sebesar  80.479.659 miliar, tahun 2018 anggaran turun 

82.922.530 miliar yang terealisasi 78.212.311 miliar, dan tahun 2019 anggaran 

naik 83.537.542.689 miliar yang terealisasi 74.857.417.467 miliar rupiah.  

Penurunan jumlah belanja dari total yang dianggarkan tersebut terakumulasi pada 

pos belanja operasi dan belanja modal. 

Berdasarkan ikhtisar dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di atas 

menunjukan bahwa angka penganggaran dan yang terealisasi beum tepat, hal ini 

menunjukan pemerintah belum memproyeksikan anggaran secara tepat.  selain itu 

dalam kelemahan penganggaran ini memiliki dampak yang menyebabkan hal-hal 

sebagai berikut: Kendala pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Rencana 

penyerapan anggaran belanja belum terproyeksi dengan baik ,Tidak terlaksanaya 

proyek yang di anggarkan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai bagaimana perkembangan kinerja keuangan pada Badan Keuangan 

Kota Gorontalo dan mengharapkan Pemerintah dapat menyusun anggara 

Pendapatan dan Belanja sesuai kebijakan umum APBD dengan 

memformulasikanya dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah 

Ditinjau Dari Laporan Realisasi Anggaran”. Penelitian ini membatasi 

permasalahan dari salah satu sudut pandang paling mendasar yaitu Analisis 
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Kinerja Keuangan yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran  Kantor Badan 

Keuangan Kota Gorontalo Tahun  Anggaran 2017 samapi dengan Tahun 2019. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas. Dapat 

diketahui bahwa Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah dengan instrument 

Laporan Realisasi Anggaran sangat penting dalam menciptakan akuntabilitas dan 

transparasi pengelolaan keuangan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 

: 

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo,ditinjau dari 

rasio pendapatan? 

2. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo, ditinjau dari 

rasio belanja? 

3.1 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud diadakanya penelitian ini adalah untuk memperoleh data berupa kinerja 

keuangan pemerintah.Disamping itu untuk mengetahui bagaimana kinerja 

keuangannyan. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang di uraikan diatas,maka yang menjadi tujuan penelitian 

adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan ditinjau dari rasio 

pendapatan,  

2. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan ditinjau dari rasio belanja 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

acuan bagi penulis selanjutnya terutama mengenai Kinerja Keuangan 

Pemerintah ditinjau dari Laporan Realisasi Anggaran. 

2. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat melahirkan pemikiran 

dan pertimbangan terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) di Kantor Badan 

Keuangan Kota Gorontalo 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Kajian Pustaka  

2.1.1 Definisi Kinerja 

Menurut (Wibowo,2016) kinerja adalah tentang melakukan pekerejaan dan 

hasil yang dicapai dengan pekerjaan tersebut atau tentang apa yang dikerjakan dan 

bagaimana cara mengerjakanya. 

Dari beberapa difinisi diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja 

merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ 

program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi 

organisasi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. 

2.1.2 Kinerja keuangan Pemerintah Daerah 

Menurut (sumarjo,2010) Kinerja Keuangan Pemerintah daerah adalah 

keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan dicapai sehubungan 

dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, 

kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan kepada 

masyarakat. 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja keuangan pemerintah daerah kemampuan suatu daerah dalam mengelola 

sumber-sumber keuangan dengan memperhatikan keluaran dari kegiatan program 

yang akan atau telah dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam
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mendukung berjalanya system pemerintahan,pelayanan keapada masyarakat dan 

pembangunan daerahnya. 

2.1.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah 

Pengukuran Kinerja keuangan pemerintah dilakukan untuk memenuhi 3 

tujuan, yaitu memperbaiki kinerja pemerintah daerah, membantu mengalokasikan 

sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban 

publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan  (Mardiasmo,2002). Tujuan 

sistem pengukuran kinerja menurut Ulum (2009) sebagai berikut: 

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai 

kinerja manajmen. 

2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah diteatpkan. 

3. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja, serta membandingkan 

dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk 

memperbaiki kinerja. 

4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara 

objektif atas pencapaian prestasi yang di ukur sesuai dengan sistem 

pengukuran kinerja yang telah disepakati. 

5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka 

memperbaiki kinerja organisasi. 

6. Membantu mengidentifikasi apakah keputusan pelanggan sudah terpenuhi. 

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 
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Menurut (Halim 2007) pemgukuran kinerja keuangan pemerintah daerah 

dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam: 

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelanggaraan 

otonomi daerah. 

2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. 

3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan 

pendapatan daerahnya. 

4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan 

pendapatan daerah. 

5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan 

pengeluaran yang dilakukan selama waktu periode tertentu. 

2.1.4 Informasi Yang Digunakan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan 

Adapun informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah sebagai 

berikut; Informasi Finansial penilaian kinerja finansial dilakukan dengan 

menganalisis varians antara kinerja aktual atau realisasi dengan yang dianggarkan 

analisis varians secara garis besar: 

a. Varians pendapatan (revenue variance) 

b. Varians Pengekuaran atau belanja (expenditure variance), yang terdiri dari: 

Varian belanja rutin (recurrent expenditure variance) dan Varian belanja 

atau modal ( capital expenditure variance) 

c. Setelah analisis varians dilanjutkan dengan mengidentifikasi sumber 

penyebab terjadinya varians tersebut ( apa,siapa atau bagaimana, kenapa 
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dan bagaimana) keterbatasan analisis varians adalah kesulitan menetapkan 

besarnya batasan varians. 

2.1.5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan posisi keuangan penting 

yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan.Laporan keuangan ini untuk 

menciptakan akuntabilitas.Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik ini 

digunakan untuk memberikan informasi tentang keuangan dari suatu entitas yang 

berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas 

dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. 

Menurut Mahmudi (2010) jenis-jenis laporan keuangan Pemerintah 

Daerah meliput: 1) Neraca, 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 3) Laporan 

Arus Kas, 4) Catatan atas laporan keuangan (CaLK), 5) Lampiran laporan 

keuangan BUMD.Dari lima jenis laporan tersebut biasanya yang dipublikasikan di 

media massa hanya tiga laporan utama yaitu : Neraca, Laporan Realisasi 

Anggaran, dan Laporan Arus Kas. 

Menurut Mahmudi (2010) disajikan elemen-elemen dari laporan keuangan adalah: 

1. Elemen Neraca 

Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan 

mengenai posisi keuangan berupa aset. Kewajiban (utang), dan ekuitas dana 

pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset,kewajiban, dan ekuitas dana 

merupakan rekening utama laporan yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub 

rekening. Setiap rekening dirinci hingga level rincian objek. Penyajian di 
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laporan keuangan keuangan publikasian biasanya cukup ditampilkan rekening 

utama dan subrekening satu level dibawahnya 

2. Elemen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas empat pos utama yaitu: 

a. Pendapatan, 

Pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen yaitu: 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD terdiri atas: 1. Pendapatan pajak 

daerah, 2. Pendapatan retribusi daerah daerah, 3. Pendapatan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang 

sah. 

2) Pendapatan Transfer, Pendapatan transfer meliputi: 1. transfer pemerintah 

pusat berupa dana perimbangan (dana bagi hasil pajak, dan dana bagi 

hasil sumber daya alam, dana alokasi umum,dan dana alokasi khusus,2. 

transfer pemrintah pusat lainya (dana otonomi khusus,dana alokasi 

khusus, 3. transfer pemerintah provinsi khusus untuk pemerintah 

kabupaten dan kota yaitu pendapatan bagi hasil pajak dan dana 

penyesuaian 

3) Lain-lain pendapatan yang sah, lain-lain pendapatan yang sah meliputi; 10 

pendapatan hibah. 

b. Belanja 

Pos belanja terdiri atas tiga komponen yaitu: 

1) Belanja Operasi,Belanja operasi meliputi; 1. belanja pegawai, 

2.belanja   barang, 3. bunga, 4.subsidi, 5. hibah, 6. bantuan social 
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2) Belanja Modal. Belanja modal meliputi; 1) belanja tanah,2) belanja 

peralatan dan mesin,3) belanja gedung dan bangunan, 4) belanja 

jalan,irigasi ,dan jaringan, 5) belanja aset tetap lainya, 6) belanja aset 

lainya. 

3) Belanja Tak Terduga. Belanja Tak Terduga atau belanja lain-lain 

merupakan pengeluaran anggaran yang sifatnya tidak biasa dan tidak 

berulang atau rutin terjadi. Belanja tak terduga dapat berupa: 1) 

bantuan berencana alam, 2) bantuan berencana social, 3) bantuan 

korban politik. 

c. Transfer. 

Transfer pada dasarnya juga merupakan bagian dari belanja 

pemerintah daerah, Untuk pemerintah propinsi pengeluaran transfer 

berupa transfer bagi hasil pendapatan ke kabupaten kota, meliputi; 

bagi hasil pajak, retribusi,dan pendataan lainya ke kabupaten ataun 

kota. 

d. Pembiayaan  

Pembiayaan dikategorikan menjadi dua yaitu;  

1) penerimaan pembiayaan 

2) pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran di catat dalam 

pos pembiayaan netto. 

e. Surplus( Defisit) 

Surplus pada dasarnyan selisih antara pendapatan dan belanja di catat 

dalam pos surplus atau (defisit). Surplus adalah selisih lebih antara 
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pendapatan dana belanja selama satu periode anggaran, selain itu 

deifisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja 

selama satu periode anggaran. 

f. SILPA ( SIKPA)  

SILPA sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih 

lebih kurang antara selih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan 

dan pengeluaran daerah selama periode anggaran. 

g. Elemen Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas dibagi dalam empat aktivitas utama yaitu; 1) arus 

kas dari aktivitas operasi, 2) arus kas dari aktivitas investasi, 3) arus 

kas dari aktivitas pembiayaan, dan 4) arus kas dari aktivitas non 

anggaran dari masing-masing aktivitas tersebut di pilah lagi menjadi 

arus kas masuk dan arus kas kelur sehingga di peroleh arus kas bersih 

dari setiap aktivitas. 

h. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) merupakan penjelasan lebih 

rinci atas elemen-elemen dalam laporan keuangan, baik elemen 

neraca, laporan realisasi angggaran, maupun laporan arus kas, 

Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyajikan catatan atas laporan 

keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 

keuangan untuk tujuan umum, CaLK menjadi tanggung jawab 

Bendahara Umum Daerah (BUD) atau kuas BUD untuk 

menyiapkanya. 
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2.1.6 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyrakat wajib melaporkan 

pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat 

sebagai dasar penilaian Kinerja Keuangan. Salah satu alat untuk menganalisis 

Kinerjs Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya 

adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah 

ditetapkan dan dilaksanakanya (Halim,2007). 

Menurut Halim (2007) pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rasio 

keuangan Pemrintah Daerah adalah: 

1. Pihak eksekutif sebgai landasan dalam menyusun APBD 

berikutnya. 

2. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membinan 

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. 

3. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki 

saham pemerintah daerah bersedia member pinjaman maupun 

membeli obligasi. 

Menurut Mahmudi (2010) analisis kinerja keuangan dilakukan dengan 

cara menganalisis setiap elemen yang terdapat dalam laporan keuangan 

pemerintah daerah. Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan yaitu 

neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu 

di analisis untuk dapat ,memberikan gambaran kinerja keuangan. Analsis laporan 

keuangan merupakan kegiatan untuk menginterprestasikan angka-angka dalam 
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laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis 

tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi,social 

atau poltik. 

2.1.7 Teknik Analisis Laporan Keuangan      

Menurut (Mahmudi 2010) analisis laporan keuangan memerlukan teknik 

tertentu agar kegiatan analisis tersebut bermanfaat untuk pengambilan keputusan. 

Terdapat beberapa teknik analisis laporan keuangan yaitu: 

1) Analisis Varians (Selisih) 

Analisis varians pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan 

realisasi anggaran, yaitu dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih yang 

terjadi antara anggaran dengan realisasi.Selisih anggaran dapat dikategorikan 

menjadi dua,yaitu selisih yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, Yang 

perlu dianalisis lebih dalam adalah terhadap selisih yang tidak menyenangkan. 

2) Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang 

datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat 

digunakan untuk mengiterprestasikan perkembangan kinerja organisasi lain 

yang sejenis. Contoh analisis rasio keuangan yaitu: analisis aset, analisis 

likuiditas, solvabilitas, ekuitas, dll. 

3) Analisis Pertumbuhan ( Trend)  

Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik 

berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Analisis 

pertumbuhan ini penting untuk mengetahui sejarah perkembangan kinerja. 
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Analisis pertumbuhan atau trend dapat diaplikasikan misalnya untuk menilai 

pertumbuhan aset,pendapatan, utang, surplus deficit, dan lain-lain 

4) Analisis Regresi  

Analisis regresi dilakukan untuk menguji pengaruh variable independen 

terhadap variable dependen. Analisis regresi bermanfaat untuk riset kebijakan 

publik yang hasilnya dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah. 

5) Analisis prediksi  

Data laporan keuangan juga dapat diguanakan untuk analisis prediksi atau 

proyeksi. Misalnya untuk memprediksi pendapatan tahun depan dapat 

digunakan data tahun ini dan beberapa tahun lalu sebagai dasar prediksi 

2.1.8 Analisis Pendapatan 

Menurut Mahmudi (2010) secara umum pendapatan dapat dipahami 

sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi 

akibat transaksi masa lalu Melalui laporan realisasi anggaran, dapat melakukan 

analisis pendaatan dengan cara: 

1. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan 

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih 

antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran 

sudah di informasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh 

pemerintah daerah.Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu 

pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendaptan.Pada 

prinsipnya anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan 

yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah.Pemerintah daerah 
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dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh 

pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan.Sebaliknya apabila realisasi 

pendaoatan di bawah jumlah yang dianggarkan maka hal itu dinilai kurang baik. 

Analisis ini di rumuskan sebagai berikut (Mahmudi,2010): 

Varians Pendapatan= Realisasi- Anggaran Pendapatan 

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan 

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah 

pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa 

perioide anggaran kinerja anggaranya mengalami pertumbuhan.Pendapatan secara 

positif ataukah negative.Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut 

positif dan kecenderungan meningkat. N Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan 

yang negative maka hal itu menunjukan terjadi penurunan kinerja pendapatan dan 

hrus dicari penyebab penrunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab 

penurunanya. Pertumbuhan pendapatan dapat dihitung dengan rumus (Mahmudi 

2011) 

Pertumbuhan Pendapatan Tahun t 

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Analisis rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara realisasi 

penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan yang telah 

ditetapkan setiap awal tahunnya (Mahmudi,2010). Rumus untuk menghitung rasio 

efektivitas PAD adalah sebagai berikut: 

Rasio Efektivitas =  
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Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang 

semakin baik dengan menggunakan kriteria efektivitas kinerja keuangan sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

Kriteria Efektivitas PAD 

Kriteria Persentasi Kinerja Keuangan 

Sangat Efektif >100 

Efektif 100% 

Cukup Efektif 90%-99% 

`Kurang Efektif 75%-89% 

Tidak Efektif <75% 

              Sumber: Mahmudi 2010 

2.1.9 Analisis Belanja 

Analisis belanja dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah 

telah menggunakan APBD secara ekonomis,efisien dan efektif. Sejauh mana 

pemerintah daerah telah melakukan efesiensi anggaran, menghindari pengeluaran 

yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan informasi 

pada Laporan Realisasi Anggaran maka kita dapat membuat analisis anggaran 

khususnya analisis belanja yaitu: 

1. Analisis Varians Belanja  

Analisis varians belanja cukup sederhana namun dapat memberikan informasi 

yang sangat berarti.dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran 

belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan 

pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja 

belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang dianggarkan. 

Varians belanja daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 
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 Varians = Realisasi Belanja- Anggaran Belanja 

2. Analisis Pertumbuhan Belanja  

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan 

belanja dari tahun ke tahun.Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan 

untuk selalu naik.Alasan kenaikan belanja disesuaikan dengan inflasi, kurs rupiah, 

perubahan layanan, dan makro ekonomi.Namun dengan paradigm baru otonomi 

daerah pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan 

efisiensi belanja dan penghematan anggaran.Analisis pertumbuhan belanja 

bertujuan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan tersebut rasional dan dapat  

 

dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan  belanja dihitung dengan rumus : 

Pertumbuhan belanja Thn, = 

3. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja 

Analisis belanja operasi terhaap total belanja merupakan perbandingan antara total 

belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan 

mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi.Belanja 

operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun 

anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal 

tertentu sifatnya rutin atau berulang.Pada umumnya proporsi belanja yaitu antara 

60-90 persen. Rumus yang digunakan yaitu: 

4. Analisis Belanja modal terhadap Total Belanja 

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara 

total realisasi belanja dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini pembaca 
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laporan keuangan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk 

investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Proporsi 

belanja modal terhadap total belanja daerah antara 5-20 persen. 

Rasio ini dirumuskan berikut: 

 

5. Rasio efisiensi Belanja  

Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi 

belanja bersifat absolute, artinya tidak ada standar baku yang di anggap baik untuk  

 

 

rasio efisiensi belanja ( Mamhmudi,2010). Rumus yang digunakan untuk 

mengukur rasio efisiensi belanja yaitu: 

Rasio efisiensi belanja 

Keputusan mentri dalam negri nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat 

efisiensi anggaran belanja ditunjukan pada table berikut ini: 
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Tabel 2.2 

Rasio Efisiensi Belanja 

Efisiensi Keuangan Pemerintah Rasio Efisiensi Belanja 

Sangat efisien <60% 

Efisien 60%-80% 

Cukup efisien 80%-90% 

Kurang Efisien 90%-100% 

Tidak Efisien >100% 

            Sumber: Mahmudi (2010) 

Berdasarkan konsep diatas, maka dapat dirumuskan hasil rekapitulasi 

analisis Laporan Kinerja dengan menggunakan rasio-rasio tersebut diatas sebagai 

berikut: 

Tabel 2.3 

Kriteria Analisis Laporan Kinerja 

No Analisis Ukuran Kriteria 

1. Analisis Varians Pendapatan Meningkat Baik 

2. Pertumbuhan Pendapatan Meningkat Baik 

3. Efektivitas PAD >100% Sangat Efektif 

4. Analisis Varians Belanja Positif Baik 

5. Pertumbuhan Belanja Positif Baik 

6. Belanja Operasi 60-90% Baik 

7. Belanja Modal 5-10% Baik 

8. Efisiensi Belanja <100% Sangat Efisiensi 

 

2.1.10 Penelitian Terdahulu 

Dibawah ini ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

 

 

 



25 
 

 

No. Penelitian Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reny 

Pujining 

Rahayu 

2018 Laporan 

Realisasi 

Anggaran 

untukmenilai 

Kinerja 

Keuangan(Studi 

pada kantor 

dinas pendapatan 

daerah kota 

Kediri) 

Tingkat dan kriteria efektivitas 

penerimaan PAD di Kantor Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Kediri 

tahun anggaran 2014-2017 terbukti 

sangat efektif namun terjadi 

penurunan setiap tahunya pada 

presentase tingkat efektivitas 

disebabkan menurunya penerimaan 

PAD. 

2 

 

 

 

 

Fitriyah 

agustin 

 

2007 

 

Pengukuran  

Kinerja 

pemerintah 

daerah 

kabupaten 

bilitar. 

 

Hasil penelitian ini adalah 

pemerintah daerah belum bias 

menjalankan tugasnya secara 

efektif dan efisien karena masih 

banyak rasio-rasio yang 

menunjukan kurangnya Kinerja 

Keuangan Pemerintah Kabupaten 

bilitardalam mengelola sumber 

dana yang dimiliknya.  
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3. Dora Detisa 2009 Analisis Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah dalam 

era otonomi  

(Studi pada 

Pemerintahan 

Naggroe Aceh 

Darusallam)”. 

 

Kabupaten NAD menunjukan hasil 

yang belum stabil karena masih 

mengalami presentase yang naik 

turun terhadap hasil perhitungan 

untuk rasio aktivitas menunjukan 

hasil yang kurang efektif karena 

dana yang dimiliki pemerintah masi 

diprioritaskan untuk belanja rutin 

dari pada belanja pembangunan. 

Untuk rasio pertumbuhan 

menunjukan kinerja yang kurang 

baik karena mengarah kepada trend 

yang negative 

 

2.2 Kerangka Pemikiran  

Dalam melakukan analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi 

dilakukan dengan cara mengidentifikasi informasi yang tedapat dalam Laporan 

Realisasin Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Gorontalo pada Kantor Badan 

Keuangan Gorontalo. Tujuan mengidentfikasi informasi yang terdapat dalam LRA 

tersebut yaitu untuk memperoleh informasi yang di butuhkan dengan 

menggunakan metode analsis vertical (statis), analisis horizontal, dan analisis 

rasio. Dalam analsis ini menggunakan analisis rasio untuk melengkapi informasi 

keuangan yang diperlukan sehingga memperoleh gambaran yang komperhensif 

mengenai kondisi perkenbangan kinerja keuangan. 

Untuk memperjelas konsep ini dan arah penelitian maka peneliti membuat 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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 Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  

Badan Keuangan 

Kota Gorontalo 

Analisis laporan realisasi anggaran badan 

keuangan  Kota Gorontalo 2017/2019 

Analisis pendapatan 

1. Analisis varians 

pendapatan 

2. Rasio pertumbuhan 

pendapatan 

3. Rasio efektifitas PAD 

Kinerja Badan Keuangan Kota 

Gorontalo 

Analisis belanja 

1. Analisis varians belanja 

2. Rasio pertumbuhan belanja 

3. Rasio belanja operasi 

4. Rasio belanja modal 

5. Rasio efisiensi 
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BAB III 

OBYEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian seperti yang telah di uraikan dalam 

bab sebelumnya, maka yang menjadi obyek penelitian adalah Analisis Kinerja 

Keuangan Lokasi penelitian pada Badan Keuangan  KotaGorontalo. 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Metode Penelitian Yang Digunakan 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif  kualitatif 

yaitu Bagaiamana kinerja keuangan pemerintah yang ditinjau dari laporan 

realisasi anggaran dari tahun 2017 sampai dengan 2019, menurut sugioyono 

(2015) kinerja keuangan,variabel kinerja keuangan akan dianalisis dengan 

menggunakan indikator pengukuran kinerja pendapatan dan belanja. Indikator 

pengukuran kinerja yang akan dianalisis adalah Analisis Pendapatan yang terdiri  

dari Rasio Varians Pendapatan, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Rasio efektivitas 

PAD ,dan Rasio Efisiensi PAD. Analisis Belanja akan diukur dengan indikator : 

Rasio Varians Belanja, Rasio Pertumbuhan Belanja, Rasio Belanja Operasi, Rasio 

Belanja Modal dan Efisiensi Belanja 

3.2.2 Operasional Variabel 

Untuk menemukan data apa yang di perlukan, maka terlebih dahulu perlu 

menjelaskan definisi operasional indikator yang digunakan dalam penelitian ini, 

seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa dalam menganalisis Kinerja Keuangan
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Pemerintah, kita perlu menganalisis kinerja dengan menggunakan alat ukur 

berupa rasio. Adapun rasio-rasio yang digunakan alat ukur untuk analisis kinerja 

keuangan pemerintah terdiri atas: Analisis pendapatan yang terdiri dari Rasio 

Varians Pendapatan, Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Rasio Efektivitas PAD. 

Analisis Belanja akan di ukur dengan indikator: Rasio Varians Belanja, Rasio 

Pertumbuhan Belanja, Rasio Belanja Operasi, Rasio Belanja Modal dan Rasio 

Efisiensi Belanja. Maka dari itu penelitian ini dapat dioperasikan sebagai berikut; 

 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Dimensi Rumus Skala 
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Pendapatan 
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Rasio 
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PAD 

 

 

Rasio 
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Rasio  
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2) Rasio 

pertumbuh

an belanja 
 

Rasio 

 

3) Rasio 

belanja 

operasi 
 

Rasio  

4) Rasio 

belanja 

modal  

Rasio  

5) Rasio 

efisiensi 

belanja  

Rasio  

Sumber :Mahmudi 2010 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis data 

Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data 

kualitatif dan kuantitatif.Data kualitatif adalah jenis data yang tidak berbentuk 

angka-angka, yang umumnya diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak 

yang terkait pada menjadi lokasi penelitian.Sedangkan data kuantitatif adalah data 

yang berupa angka-angka, baik itu laporan keuangan dan dokumen-dokumen 

pendukung lainya seperti laporan realisasi anggaran. 

3.3.2 Sumber Data  

1. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Kantor Badan 

Keuangan Propinsi Gorontalo berupa data hasil wawancara penelitian dengan 

adalah Laporan Realisasi Anggaran untuk periode 3 (tiga) tahun terahir, yakni 

tahun 2016, 2017, 2018, 2019. Langkah-langkah dalam menganalisis kinerja 

keuangan pemerintah dapat di lakukan sebagai berikut: 
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1) Mengumpulkan data-data keuangan sehubungan dengan data yang 

dibutuhkan dalam rasio yang digunakan. Data keuangan tersebut berupa 

laporan keuangan dan laporan pendukung lainya seperti Laporan Realisasi 

Anggaran. 

2) Mengelompokan data-data keuangan sesuai yang tercantum dalam rumus 

rasio yang digunakan, dalam bentuk table. 

3) Perhitungan nilai rasio kinerja keuangan pemerintah untuk tiga tahun terahir 

dengan menggunakan rumus: 

a. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan  

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung 

selisih antara realisasi pendapatan dengan yang diaanggarkan. Pemerintah daerah 

dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh 

pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan maka hal itu dinilai kurang 

baik. 

Rumus yang digunakan adalah    :  

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan 

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah 

pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa 

periode anggaran kinerja anggaranya mengalami pertumbuhan pendapatan secara 

positif atau negatif. Pertumbuhan pendapatan dapat dihitung dengan rumus: 
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c. Rasio Efektivitasn Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Analisis rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara realisasi 

penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan yang telah 

ditetapkan setiap awal tahunya (Mahmudi, 2010). Rumus untuk menghitung rasio 

efektivitas PAD adalah sebagai berikut:      

d. Analisis Varians Belanja  

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara belanja 

dengan anggaran. Rumus yang digunakan untuk mengukur analisis varians 

adalah: Untuk mencari selisih varians yaitu: 

Analisis rasio varians = Realisasi Belanja-Anggaran Belanja 

Untuk mencari presentase selisih: 

Versentasi varians belanja : 

e. Analisis Pertumbuhan Belanja 

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk menghitung perkembangan 

belanja dari tahun ke tahun.Pertumbuhan belanja dihitung dengan rumus: 

 

 

f. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja 

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara 

total belanja dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai 

porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja. Rumus yang digunakan 

yaitu:  
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Rasio belanja operasi:  

g. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja  

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara 

total realisasi belanja dengan total belanja daerah. Rasio ini dirumuskan berikut:  

Rasio belanja modal :    

h. Rasio Efisiensi Belanja  

Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Rumus yang digunakan untuk mengukur 

efisiensi yaitu: 

Rasio Efisiensi Belaja :  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat  

Badan Keuangan Kota Gorontalo sebelumnya bernama Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dirubah menjadi Badan 

Keuangan Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Walikota No. 49 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata 

Kerja.Badan Keuangna Kota Gorontalo dipimpin oleh Kepala Badan dan 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Gorontalo 

melalui Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, dimana memiliki tugas didalam 

membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang 

keuangan yang memjadi kewenangan Daerah Kota Gorontalo dan Tugas 

Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota Gorontalo. Jika dijabarkan satu-

per satu, tugas dan fungsi Badan Keuangan Kota Gorontalo adalah sebagai 

berikut:  

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

d. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

dan
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Berdasarkan tugas dan fungsi di atas, maka penjabaran Visi dan 

Misi dari Badan Keuagan Kota Gorontalo yaknisebagai berikut: 

a. Visi Badan Keuangan Kota Gorontalo: 

“Menjadi Institusi Pengelola Keuangan yang Inovatif” 

b. Misi Badan Keuangan Kota Gorontalo: 

1) Meningkatkan Pendapatan Daerah; 

2) Meningkatkan kapasitas SDM dan Disiplin Aparatur dalam 

pelaksanaan tugas; 

3) Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja baik antar SKPD dan 

lembaga lain yang saling bekerja sama; 

4) Meningkatkan pelayanan Administrasi yang Akuntabel guna 

mendukung Pencapaian Sasaran Kinerja; 

5) Memantapkan Pelaksanaan Administrasi yang Akuntabel guna 

mendukung Pencarian Sasaran Kinerja. 

Adapun struktur oragnaisasi Badan Keuangan Kota Gorontalo, jika 

didasarkan pada Peraturan Walikota No. 49 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, 

mencakup:  

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat;  

c. Bidang Pendapatan; 



37 
 

 
 

d. Bidang Anggaran; 

e. Bidang Perbendabaraan;  

f. Bidang Akuntansi; 

g. Bidang Aset; dan  

h. Kelompok Jabatan Fungsional 

Lebih lengkapnya, berikut ini adalah gambar bagan organisasi Badan Keuangan 

Kota Gorontalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Gorontalo 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 
 

4.2 Hasil Penelitian 

 

Setelah melakukan penelitian, maka diperoleh laporan realisasi anggaran 

pemerintah Kota Gorontalo, dari tahun  2016 sampai tahun 2019 sebagai tolok 

ukur untuk menilai kondisi keuangan pemerintah. Tolak ukur yang digunakan 

dalam penelitian adalah analisis rasio yang menggambarkan bagaimana kondisi 

dan prestasi yang dicapai pemerintah kota dalam kurun waktu tertentu. Untuk 

menganalisis kinerja keuangan pemerintah kota, perlu di klasifikasikan rekening-

rekening rasio kinerja keuangan yang meliputi rasio Pendapatan dan rasio Belanja. 

Berikut perhitungan rasio-rasio penelitian tersebut :  

4.2.1 Pengukuran Kinerja Pendapatan 

Adapun kinerja keuangan Badan Keuagan Kota Gorontalo jika ditinjau 

dari aspek pandapatan, maka dapat diukur dengan beberapa rasio keunagan 

sebagai berikut: 

1. Pengukuran Rasio Varians Pendapatan 

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung 

selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan, dengan formulasi 

rumus sebagai berikut: 

 

 

Berdasarkan formulasi di atas dan informasi data laporan keuangan Badan 

Keuangan Kota Gorontalo, maka perhitungan rasio varianas pendapatan dapat 

diuraikand dalam table berikut: 

 

Varians Pendapatan= Realisasi- Anggaran Pendapatan 
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Sumber : data diolah 2021 

 

Tabel 4.1 

Perhitungan Varians Pendapatan 

Tahun 2016 

Pendapatan Anggaran Realisasi Varians (Rp) % Kriteria 

Pajak Daerah 46,850,000,000 45,676,661,215 1,173,338,785 97 Cukup Efektif 

Retribusi 84,050,000 14,571,861 69,478,139 17 Tidak Efektif 

Hasil yang Dipisahkan 4,000,000,000 1,401,966,083 2,598,033,917 35 Tidak Efektif 

Lain-lain yg sah 4,424,000,000 3,720,299,258 703,700,742 84 Kurang Efektif 

Total 55,358,050,000 50,813,498,417 4,544,551,583 92 Cukup Efektif 

      
Tabel 4.2 

Perhitungan Varians Pendapatan 

Tahun 2017 

Pendapatan Anggaran Realisasi Varians (Rp) % Kriteria 

Pajak Daerah 60,721,671,497 60,657,343,915 64,327,582 1.0 Tidak Efektif 

Retribusi 119,050,000 8,526,400 110,523,600 0,7 Tidak Efektif 

Hasil yang Dipisahkan 2,585,636,510 1,585,636,510 1,000,000,000 61 Tidak Efektif 

Lain-lain yg sah 3,627,587,500 2,925,086,883 702,500,617 81 Tidak Efektif 

Total 67,053,945,507 65,176,593,708 1,877,351,799 97 Cukup Efektif 

Tabel 4.3 

Perhitungan Varians Pendapatan 

Tahun 2018 

Pendapatan Anggaran Realisasi Varians (Rp) % Kriteria 

Pajak Daerah 60,721,671,497 60,657,343,915 64,327,582 1.0 Tidak Efektif 

Retribusi 119,050,000 8,526,400 110,523,600 0,7 Tidak Efektif 

Hasil yang Dipisahkan 2,585,636,510 1,585,636,510 1,000,000,000 61 Tidak Efektif 

Lain-lain yg sah 3,627,587,500 2,925,086,883 702,500,617 81 Kurang Efektif 

Total 67,053,945,507 65,176,593,708 1,877,351,799 97 Cukup Efektif 

Tabel 4.4 

Perhitungan Varians Pendapatan 

Tahun 2019 

Pendapatan Anggaran Realisasi Varians (Rp) % Kriteria 

Pajak Daerah 75,000,000,000 67,475,359,049 7,524,640,951 90 Kurang Efektif 

Retribusi 269,050,000 100,865,913 168,184,087 37 Tidak Efektif 

Hasil yang 

Dipisahkan 
3,968,492,698 3,968,492,689 9 

1.0 Tidak Efektif 

Lain-lain yg sah 4,300,000,000 3,312,699,816 987,300,184 77 Tidak Efektif 

Total 83,537,542,698 74,857,417,467 8,680,125,231  90 Cukup Efektif 
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Berdasarkan table di atas, maka dapat diketahui bahwa varians pendapatan tahun 

2017 sebesar 1.877.351.799,00 atau 2,80%, tahun 2018 sebesar  Rp 

9.484.724.981,00 atau 12,37 dan tahun 2019 sebesar 7.997.325.222,00 atau 

9,57%. Nilai varians pendapatan Badan Keuangan Kota Gorontalo tahun 2017-

2019 tersebut dapat digambarkan dalam grafik berikut : 

 

Grafik. 4.1 

Badan Kuangan Kota Gorontalo 

Perkembangan Varian Pendapatan 

 

 

 

 

 

 

   

Berdasarkan hasil pengukuran varians pendapatan pada table dan grafik 

diatas menunjukan bahwa Badan Keuangan Kota Gorontalo memiliki nilai varias 

pendapatan tahun 2017-2019 yang cenderung mengalami fluktuasi dengan nilai 

positif. 

 

2. Pengukuran Rasio Pertumbuhan Pendapatan 

Rasio pertumbuhan pendapatan digunakan untuk mengukur sejauh mana 

perkambangan pendapatan Badan Keuangan Kota Gorontalo dari tahun ke tahun, 

yakni 2017-2019. Adapun mengukur rasio pertumbuhan pendapatan digunakan 

formulasi berikut: 
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Pertumbuhan Pendapatan Tahun t 

 

Berdasarkan formulasi dan data laporan keuangan Badan Keuangan Kota 

Gorontalo, maka dapat dihitung besarnya rasio pertumbuhan pendapatan sebagai 

berikut 

 

 

Tabel 4.5 

Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan 

Tahun Tahun t Tahun t-1 Pertumbuhan % Kriteria 

2016 46,850,000,000 - - - 
 

2017 60,721,671,497 46,850,000,000 13,871,671,497 22,84 Tidak Efektif 

2018 70,000,000,000 60,721,671,497 9,278,328,503 13,25 Tidak Efektif 

2019 75,000,000,000 70,000,000,000 5,000,000,000 66,66 Tidak Efektif 

Total 252,571,671,497 177,571,671,497 75,000,000,000 29,69 Tidak Efektif 

 

Tabel 4.6 

Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan 

Pendapatan Retribusi Daerah 

Tahun Tahun t Tahun t-1 Pertumbuhan % Kriteria 

2016 84,050,000 - 
 

- - 

2017 119,050,000 84,050,000 35,000,000 29,3 Tidak Efektif 

2018 45,000,000 119,050,000 (74,050,000) 64,55 Tidak Efektif 

2019 269,050,000 45,000,000 224,050,000 83,23 Kurang Efektif 

Total 517,150,000 248,100,000 269,050,000 52,05 Tidak Efektif 

 

Tabel 4.7 

Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan 

Pendapatan Hasil Yang Dipisahkan 

Tahun Tahun t Tahun t-1 Pertumbuhan % Kriteria 

2016 4,000,000 
  

- - 

2017 2,585,635,510 4,000,000 2,581,635,510 99,2 Cukup Efektif 

2018 2,486,911,214 2,585,635,510 (9,724,296) 39,12 Tidak Efektif 

2019 3,968,492,698 2,486,911,214 1,481,581,484 37,33 Tidak Efektif 

Total 9,045,039,422 5,076,546,724 3,968,492,698 43,88 Tidak Efektif 
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Tabel 4.8 

Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan 

Lain-lain Yang Sah 

Tahun Tahun t Tahun t-1 Pertumbuhan % Kriteria 

2016 4,424,000,000 - - - - 

2017 3,627,587,500 4,424,000,000 (796,412,500) 21,96 Tidak Efektif 

2018 4,159,650,000 3,627,587,500 532,062,500 27,79 Tidak Efektif 

2019 4,300,000,000 4,159,650,000 140,350,000 32,6 Tidak Efektif 

Total 16,511,237,500 12,211,237,500 4,300,000,000 26,4 Tidak Efektif 

Sumber : Data Olahan 2021 

 

Berdasarkan table di atas, maka dapat diketahui pertumbuhan pendapatan 

tahun 2017, 2018,2019 Dari Hasil pengukuran ini jika digambarkan dalam grafik, 

maka dapat disajikan sebagai berikut: 

 

Grafik. 4.2 

Badan Kuangan Kota Gorontalo 

Perkembangan Pertumbuhan Pendapatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan table dan gambar grafik di atas, menunjukan bahwa tingkat 

pertumbuhan pendapatan Badan Keuangn Kota Gorontalo mengalami trend 

fluktiatif. 
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3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Analisis rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara realisasi 

penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan yang telah 

ditetapkan setiap awal tahunnya. Rumus untuk menghitung rasio efektivitas PAD 

adalah sebagai berikut: 

Rasio Efektivitas =  

Berdasarkan formulasi di atas dan laporan keuangan Badan Keuangan Kota 

Gorontalo, maka rasio efektivitas PAD dapat dihitung sebagai berkut: 

 

 

 

 

Tabel 4.9 

Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Pajak Daerah 

Tahun Anggaran Realisasi % Kriteria 

2016 84,050,000 14,571,861 17,33% Tidak Efektif 

2017 119,050,000 8,526,400 07,16% Tidak Efektif 

2018 45,000,000 11,544,756 25,65% Tidak Efektif 

2019 269,050,000 100,865,913 37,48% Tidak Efektif 

Total 517,150,000 135,508,930 38,64 Tidak Efektif 

Tabel 4.10 

Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Retribusi Daerah 

Tahun Anggaran Realisasi % Kriteria 

2016 46,850,000,000 45,670,661,215 97,49% Cukup Efektif 

2017 60,721,671,497 60,657,343,915 99,89% Cukup Efektif 

2018 70,000,000,000 61,771,957,483 88,24% Kurang Efektif 

2019 75,000,000,000 67,475,359,049 89,96% Kurang Efektif 

Total 252,571,671,497 235,575,321,662 99,49% Cukup Efektif 
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Sumber : Data diolah 2021 

Berdasarkan table di atas maka dapat diketahui tingkat efektifitas PAD 

pada Badan Keuangan Kota Gorontalo tahun 2017 sebesar 97,20%, tahun 2018 

sebesar 87,50% dan tahun 2019 sebesar 89,61%. Jika nilai efektivtas PAD 

tersebut digambarkan dalam grafik, maka hasilnya akan tampak sebagai berikut:  

Grafik. 4.3 

Badan Kuangan Kota Gorontalo 

Perkembangan Efektivitas PAD 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.11 

Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Hasil Yang Dipisahkan 

Tahun Anggaran Realisasi % Kriteria 

2016 4,000,000,000 1,401,966,083 35,04% Tidak Efektif 

2017 2,585,636,510 1,585,636,510 61,32% Tidak Efektif 

2018 2,486,911,214 2,486,911,219 1% Tidak Efektif 

2019 3,968,492,698 3,968,492,698 1% Tidak Efektif 

Total 13,041,040,422 9,443,006,510 98% Cukup Efektif 

Tabel 4.12 

Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

Lain-lain Yang Sah 

Tahun Anggaran Realisasi % Kriteria 

2016 4,424,000,000 3,720,289,258 84,09% Kurang Efektif 

2017 3,627,587,500 2,925,086,883 80,63% Kurang Efektif 

2018 4,159,650,000 2,832,074,647 68,08% Tidak Efektif 

2019 4,300,000,000 3,312,699,816 77,03% Tidak Efektif 

Total 16,511,237,500 12,790,150,604 72% Tidak Efektif 
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Berdasarkan table dan gambar grafik di atas menunjukan nilai rasio 

efektivtas PAD pada Badan Keuangan Kota Gorontalo menunjukan trend 

fluktuatif, dimana ditahun 2017 nilai rasio efektivitas PAD sebesar 97,2% dan 

mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi sebesar 87,50%, dan sedikit 

mengalami penintkatan ditahun 2019 sebesar 89,61%. Adapun nilai rasio tertinggi 

terjadi pada tahun 2018, jika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. 

4.2.2 Pengukuran Kinerja Belanja 

Adapun kinerja keuangan Badan Keuagan Kota Gorontalo jika ditinjau 

dari aspek belanja, maka dapat diukur dengan beberapa rasio keunagan sebagai 

berikut: 

1. Rasio Varians Belanja 

Rasio varians belanja digunakna untuk mengukur besarnya selisih belanja, dimana 

nilai realisasi belanja tidak boleh melebihi nilai anggaran belanja. Varians belanja 

daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

Varians =Realisasi Belanja-Anggaran Belanja 

 

Berdasarkan rumus dan laporan keuangan Badan Keuangan Kota 

Gorontalo, maka rasio varians belanja tahun 2017-2019 dapat dihitung sebagai 

berkut: 

Tabel 4.13 

Perhitungan Varians Belanja 

Tahun 2016 

Belanja Anggaran Realisasi Varians (Rp) % Kriteria 

Belanja tdk langsung 49,567,156,657 46,901,682,944 2,665,473,713 26,5 Sangat Efisien 

Belanja langsung 39,406,271,373 33,626,378,747 5,779,892,626 77,9 Efisien 

Total 88,973,428,030 80,528,061,691 8,445,366,339 45,3 Sangat Efisien 
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Tabel 4.14 

Perhitungan Varians Belanja 

Tahun 2017 

Belanja Anggaran Realisasi Varians (Rp) % Kriteria 

Belanja tdk langsung 47,431,155,561 46,157,237,000 1,273,918,561 27,3 Sangat Efisien 

Belanja langsung 41,111,539,870 34,322,422,173 6,789,117,697 89,1 Cukup Efisien 

Total 88,542,695,431 80,479,659,173 8,063,036,258 9,11 Sangat Efisien 

 

Tabel 4.15 

Perhitungan Varians Belanja 

Tahun 2018 

Belanja Anggaran Realisasi Varians (Rp) % Kriteria 

Belanja tdk langsung 40,336,738,595 39,695,230,105 641,508,490 41,5 Sangat Efisien 

Belanja langsung 42,585,792,107 38,517,081,646 4,068,710,461 68,7 Efisien 

Total 82,922,530,702 78,212,311,751 4,710,218,951 -5,68 Sangat Efisien 

 

Tabel 4.16 

Perhitungan Varians Belanja 

Tahun 2019 

Belanja Anggaran Realisasi Varians (Rp) % Kriteria 

Belanja tdk langsung 85,760,640,630 66,348,986,435 19,411,654,195 19,4 Sangat Efisien 

Belanja langsung 37,057,136,797 32,681,166,688 4,375,970,109 37,5 Sangat Efisien 

Total 122,817,777,427 99,030,153,123 23,787,624,304 -19,37 Sangat Efisien 

Sumber : Data diolah 2021 

 

Berdasarkan table di atas menunjukan bahwa rasio varians belanja pada 

Badan Keuangan Kota Gorontalo bertanda negatif dimana nilai tahun 2017 

sebesar -9,11%, tahun 2018 sebesar -5,68% dan tahun 2019 sebesar -19,37%.  

Hasil perhitungan tersebut jika digambarkan dalam grafik maka akan tampak 

sebagai berikut: 
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Grafik. 4.4 
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Berdasarkan table dan gambar grafik di atas maka dapat diketahi nilai 

rasio varians belanja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo menunjukan tren 

fluktiatif dengan kecenderungan mengalami penurun, dimana tahun 2017 

memiliki nilai rasio sebesar -9,11%, tahun 2018 naik sebesar -5,68% akan tetapi 

pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan pada angka -19,37%. Nilai rasio 

varians belanja bertan negatif, dengan nilai rasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 

jikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

 

2. Rasio Pertumbuhan Belanja 

Analisis pertumbuhan belanja bertujuan untuk mengetahui berapa besar 

pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.Pertumbuhan  

belanja dihitung dengan rumus : 

Pertumbuhan belanja Thn, = 
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Berdasarkan formulasi di atas dan data laporan keuangan Badan Keuangn 

Kota Gorontalo, maka rasio pertumbuhan belanja dapat dihitung sebagai berikut: 

 

Tabel 4.17 

Perhitungan Pertumbuhan Belanja 

Belanja Tidak Langsung 

Tahun Tahun t Tahun t-1 Pertumbuhan % Kriteria 

2016 46,901,682,944 - - - - 

2017 46,157,237,000 46,901,682,944 (744,445,944) 44,4 Sangat Efisien 

2018 39,695,230,105 46,157,237,000 (6,462,006,895) 46,2 Sangat Efisien 

2019 66,348,986,435 39,695,239,105 26,653,756,330 53,3 
 

Total 199,103,136,484 132,754,159,049 66,348,977,435 2,90 - 

 

Tabel 4.18 

Perhitungan Pertumbuhan Belanja 

Belanja  Langsung 

Tahun Tahun t Tahun t-1 Pertumbuhan % Kriteria 

2016 33,626,378,743 - 
 

- 
 

2017 34,322,422,173 33,626,378,744 696,043,426 3,4 Sangat Efisien 

2018 38,517,081,646 34,322,422,173 4,194,659,473 4,6 Sangat Efisien 

2019 32,681,166,688 38,517,081,646 (5,835,914,958) 35,9 Sangat Efisien 

Total 139,147,049,250 106,465,882,563 32,681,166,687 21,2 - 

Sumber : Data diolah 2021 

Berdasarkan table di atas, maka dapat diketahui pertumbuhan belanja pada 

Badan Keuangan Kota Gorontalo tahun 2017 sebesar -0,06%, tahun 2018 sebesar 

-2,90% dan tahun 2019 sebesar 21,02%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, 

jika digambarkan dalam grafik maka akan tampak sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



49 
 

 
 

(0,06)
-2,9

21,02

 (5,00)

 -

 5,00

 10,00

 15,00

 20,00

 25,00

2017 2018 2019

R
a
s
io

Tahun

Rasio Pertumbuhan Belanja

Grafik. 4.5 
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Berdasarkan table dan gambar grafik di atas menunjukan bahwa rasio 

pertumbuhan belanja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo menunjukan tren 

peningkatan, dimana tahun 2017 nilai rasio bertanda negatif sebesar -0,06%, tahun 

2018 sedikit mengalami penurunan sebesar -0,290, akan tetapi pada tahun 2019 

kembali mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 21,02%. Nilai rasio 

tertinggi terjadi pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya serta nilai rasio bertanda positif. 

 

3. Rasio Belanja Operasi 

Analisis belanja operasi terhaap total belanja merupakan perbandingan antara total 

belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan 

mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. 

Rumus yang digunakan yaitu     
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Berdasarkan formulasi dan data keuangan dari laporan keuangan Badan Keuangan Kota 

Gorontalo, maka rasio belanja operasi dapat dihitung sebagai berikut 

 

Tabel 19. Rasio Belanja Operasi 

Tahun 
Tahun 

2017 2018 2019 

Belanja Tidak Langsung 46.157.237.000 39.695.230.105 66.348.986.435 

Belanja Langsung: 
   

- Belnja Pegawai 12.048.718.000 12.546.799.500 14.402.867.832 

- Belanja Brg dan Jasa 20.838.242.307 24.505.474.326 16.643.826.066 

Jumlah Belanja Langsung 32.886.960.307 37.052.273.826 31.046.693.898 

Total Belanja Operasi (Rp) 79.044.197.307 76.747.503.931 97.395.680.333 

Total Belanja 80.479.659.173 78.212.311.751 99.030.153.123 

Rasio Belanja Operasi 98,22% 98,13% 98,35% 

    Sumber : Data dioleh 2021 

Bedasarkan table di atas, maka dapat diketahui besarnya nilai rasio belanja 

terhadap total belanja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo, dimana tahun 2017 

sebesar 98,22%, tahun 2018 sebesar 98,13 dan tahun 2019 sebesar 98,35. Nilai 

rasio tersebut jika digambarkan dalam grfaik, maka dapat disajikan sebagai 

berikut: 

 

Grafik. 4.6 

Badan Kuangan Kota Gorontalo 

Perkembangan Belanja Operasi 
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Berdasarkan table dan gambar grafik rasio belanja operasi terhadap total 

belanja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo menunjukan nilai tren yang 

relative stagnan diangka 98% pada tiga tahun terakhir yakni tahun 2017 sebesar 

98,22%, tahun 2018 sebesar 98,13% dan tahun 2019 sebesar 98,35%. Baik dari 

tahun 2017 hingga tahun 2019, kenaikan nilai belanja operasi masih terhitung 

realtif kecil. 

4. Rasio Belanja Modal 

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara 

total realisasi belanja dengan total belanja daerah. 

Rasio ini dirumuskan berikut: 

Berdasarkan rumus dan data laporan keuangan pada Badan Keuangan Kota 

Gorontalo, maka dapat dihitung nilai rasio sebagai berikut: 

     Sumber Data : Olahan 2021 

Berdasarkan table dia tas menunjukan nilai rasio belanja modal pada 

Badan Keuangan Kota Gorontalo tahun 2017 sebesar 1,78%, tahun 2018 sebesar 

1,87% dan tahun 2019 sebesar 1,65%. Hasil perhitungan rasio belanja modal 

tersebut jika digambarkan dalam grafik, maka akan tampak sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 4.20 Rasio Belanja Modal 

Tahun 
Total Belanja 

(Rp) 

Belanja Modal 

(Rp) 
Persentase 

2017 80.479.659.173,00 1.435.461.866,00 1,78% 

2018 78.212.311.751,00 1.464.807.820,00 1,87% 

2019 99.030.153.123,00 1.634.472.790,00 1,65% 
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Berdasarkan table dan gambar grafik diatas menunjukan nilai rasio belanja modal 

yang masih tergolong relative stagnan terutama di tiga tahun terakhir yakni tahun 

2017, 2018 dan 2019 yang memiliki perbedaan nilai rasio yang relatif kecil 

dikisaran 1,5%-1,9%, dimana angka-angka tersebut masi tergolong relatif kecil 

dan tidak memiliki perbedaan angka yang cukup besar dengan tahun-tahun 

lainnya. 

 

5. Rasio Efisiensi Belanja 

Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi 

belanja bersifat absolute, artinya tidak ada standar baku yang di anggap baik untuk 

rasio efisiensi belanja. Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio efisiensi 

belanja yaitu: 

Rasio efisiensi belanja   =  
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Berdasarkan formulasi di atas dan data laporan keuangan pada Badan Keuangan 

Kota Gorontalo, maka nilai rasio efisiensi belanja dapat dihitung sebagai berikut: 

Tabel 4.21 Rasio Efisiensi Belanja 

Tahun 
Total Belanja 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

2017 88.542.695.431,00 80.479.659.173,00 90,89% 

2018 82.922.530.702,64 78.212.311.751,00 94,32% 

2019 122.817.777.427,00 99.030.153.123,00 80,63% 

 

Berdasarkan table rasio efisiensi belanja diata maka dapat dikethaui bahwa 

nilai rasio efisiensi belanja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo tahun 2017 

sebesar 90,89%, tahun 2018 sebesar 94,32% dan tahun 2019 sebesar 80,63%. 

Nilai rasio efisiensi belanja tersebut jika digambarkan dalam grafik, maka dapat 

disajikan sebagai berikut: 

Grafik. 4.8 

Badan Kuangan Kota Gorontalo 

Perkembangan Efisiensi Belanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan table dan gambar diatas menunjukan nilai rasio efisiensi 

belanja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo yang cederung mengalami 
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fluktuatif, dimana di tahun 2017 nilai rasio sebesar 90,89%, mengalami 

peningkatan di tahun 2018 sebesar 94,32%, akan tetapi di tahun 2019 mengalam 

penurunan yang signifikan pada angka sebesar 80,63%. 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Kinerja Keuangan Badan Keuangan Kota Gorontalo Ditinjau Dari Aspek 

Pendapatan 

Kinerja keuangan Badan Keuangan Kota Gorontalo jika dilihat dari aspek 

pendapatan, diiukur dari tiga komponen yakni varians pendapatan, pertumbuhan 

pendapatan dan efektivitas PAD. Hasil pengukuran rasio varians pendapatan 

menunjukan selama tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2017, 2018 dan 2019 

menunjukan nilai varians pendapatan yang fluktuatif, dengan nilai varians 

pendapatan terendah tahun 2017 sebesar  Rp 1.877.351.799 atau sebesar 2,80% 

dan varaians pendapatan tertinggi tahun 2018 dengan nilai Rp 9.484.724.981 atau 

sebesar 12,37% jika dibandingkan dengan pendapatan yang dianggarkan. 

Sedangkan tahun 2019 masi menunjukan niali vairas pendapatan yang cukup 

besar yakni senilai Rp 7.997.325.222 atau sebesar 9,57% dari total pendapatan 

yang dianggarakan. Hasil ini dinilai masi kurang baik, nilai varians pendaptan 

yang masih terlalalu besar menunjukan kinerja pendapatan belum optimal, seperti 

yang jelaskan oleh Mahmudi (2010) dimana pemerintah daerah dikatakan 

memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan 

yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan 

di bawah jumlah yang dianggarkan maka hal itu dinilai kurang baik. 
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Kinerja pendapatan Badan Keuangan Kota Gorontalo jika diukur dengan 

menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan menunjukan tren fluktuatif, dengan 

nilai pertumbuhan pendapatan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 22,04% 

sedangkan terendah ditahun 2018 sebesar 3,02%. Akan tetapi nilai-nilai 

pertumbuhan tersebut masih dalam angka yang positif, yang menunjukan nilai 

pertumbuhan pendapatan yang baik. Hal ini sejalan denganpendapat Mahmudi 

(2010) dimana analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui 

apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama 

beberapa perioide anggaran kinerja anggaranya mengalami pertumbuhan 

pendapatan secara positif ataukah negative.Tentunya diharapkan pertumbuhan 

pendapatan tersebut positif dan kecenderungan meningkat.Sebaliknya jika terjadi 

pertumbuhan yang negative maka hal itu menunjukan terjadi penurunan kinerja 

pendapatan dan hrus dicari penyebab penrunan kinerja pendapatan. 

Kinerja pendapatan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo jika diukur 

dengan rasio efektivitas PAD menunjukan tren yang fluktuatif dengan nilai 

tertinggi pada tahun 2017 sebesar 97,20% dan nilai terendah pada tahun 2018 

pada angka 87,50%. Adapun nilai-nilai hasil pengukuran rasio tahun 2017, 2018 

dan 2019 jika dibandingkan dengan standar rasio ada efektivitas menunjukan 

tahun 2017 yakni 97,20% masuk dalam kriteria cukup efektif (90%-99%). 

Sedangkan tahun 2018 dan 2019 (87,50% dan 89,61%) masuk dalam kriteria 

kurang efektif (75%-89%).  

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui nilai rasio efektivitas PAD pada 

Badan Keuangan Kota Gorontalo memiliki kinerja yang kurang baik pada dua 
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tahun terakhir, yang menunjukan kecenderungan penurunan nilai efektivitas. 

Semakin rendah nilai efektivitas PAD maka semakin rendah kinerja pendapatan 

pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Hal ini sejalan dengan pendapa Mahmudi 

(2010) dimana semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan 

daerah yang semakin baik, sebaliknya semakin rendah rasio efektivitas maka 

menggambarkan kemampuan daerah yang semkain buruk. 

Oleh karena itu, secara keseluruhan dapat diketahui kinerja pendapatan 

Badan Keuangan Kota Gorontalo masih tergolong kurang baik dan belum 

optimal. Varians pendapatan masih terlalu besar sehingga kecenderungan 

penerimaan pendapatan belum optimal. Nilai rasio pertumbuhan pendapatan dan 

rasio efektivitas PAD yang fuluktuatif dengan nilai rasio yang masih rendah dan 

mengalami penurunan ditahun-tahun terakhir, menjadi indicator didalam 

memberikan gambaran bahwa kondisi kinerja keunagan dari aspek pendapatan 

pada Badan Keuangan Kota Gorontalo tergolong masih kurang baik dan belum 

optimal. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rahayu (2018) pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri yang juga menunjukan bahwa tahun 

anggaran 2014-2017 terbukti sangat efektif namun terjadi penurunan setiap 

tahunya pada presentase tingkat efektivitas disebabkan menurunya penerimaan 

PAD. 
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4.3.2 Kinerja Keuangan Badan Keuangan Kota Gorontalo Ditinjau Dari Aspek 

Belanja 

Pengukuran kinerja keuangan Badan Keuangan Kota Gorontalo jika dilihat 

dari aspek belanja telah dinilai dan dianalisis dengan menggunakan rasio varians 

belanja, pertumbuhan belanja, rasio belanja operasi, rasio belanja modal dan rasio 

efisiensi belanja. Jika dilihat dari hasil pengukuran varians belanja menunjukan 

nilai tren yang fluktuatif dengan nilai varians belanja tertinggi pada tahun 2019 

sebesar Rp 23.787.624.303 atau sebesar 19,37% dan nilai terendah pada tahun 

2018 sebesar Rp 4.710.218.951 atau sebesar 5,68% dari total belanja yang 

dianggarkan. Selain itu juga, nilai varians menunjukan angka negatif, yang berarti 

bahwa nilai realisasi belanja masih dibawah dari nilai belanja yang dianggarkan 

atau dalam arti lain realisasi belanja tidak melebihi dari nilai belanja yang 

dianggarkan. Kondisi ini dinilai baik, karena menurut Mahmudi (2010) anggaran 

belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan 

pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja 

belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang dianggarkan. 

Jika dinilai kinerja belanja Badan Keuagnan Kota Gorontalo dari hasil 

pengukuran pertumbuhan belanja menunjukan tren yang fluktuatif dengan nilai 

tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebear 21,02% dan nilai terendah sebesar -

2,90%. Selain itu juga, tahun 2017 dan 2018 nilai pertumbuhan belanja berada 

pada angka negatif, yang artinya selama dua tahun tersebut telah terjadi 

penurunan pertumbuhan belanja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo, akan 
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tetapi pada tahun 2019 nilai rasio pertumbuhan kembali mengalami peningkatan 

yang signifikan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2010) dimana 

umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik.Alasan kenaikan 

belanja disesuaikan dengan inflasi, kurs rupiah, perubahan layanan, dan makro 

ekonomi.Namun dengan paradigm baru otonomi daerah pemerintah daerah harus 

dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan 

penghematan anggaran.Analisis pertumbuhan belanja bertujuan untuk mengetahui 

berapa besar pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Kinerja belanja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo jika diukur dari 

analisis belanja operasi terhadap total belanja menunjukan nilai tren yang stagnan 

pada angka 97%-98%, terutama pada tiga tahun terakhir berturut-turut pada angka 

98,22%, 98,13% dan 98,35%. Nilai belanja operasi tersebut terlalu tinggi dan nilai 

tidak baik karena tidak proporsional dengan nilai belanja lainnya pada Badan 

keuangan Kota Gorontalo. Hasil ini jika dibandingkan dengan standar porsi 

belanja operasi yang ideal yakni 60-90%, maka nilai rasio belanja operasi tidak 

memenuhi kriteria standar porsi idel dari belanja operasi tersebut. Nilai belanja 

operasi yang terlalu tinggi menunjukan Badan Keuangan Kota Gorontalo selama 

empat tahun terkahir lebih banyak menghabiskan anggaran pada program atau 

kegiatan rutin saja yang hanya memiliki manfaat kurang dari satu tahun. Hal ini 

seperti dijelaskan oleh Mahmudi (2010) dimana belanja operasi merupakan 

belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga 
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belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin 

atau berulang. 

Sebaliknya, pengukuran nilai belanja modal terhadap total belanja pada 

Badan Keuangan Kota Gorontalo menunjukan hasil yang cederung relatif lebih 

kecil dari total porsi anggaran belanja ada. Hasil rasio tahun 2017-2019 

menunjukan nilai belanja hanya sebesar 1,78%, 1,87% dan 1,65%. Angka rasio 

masi terlihat stagnan pada angka 1-2% dan jika dibandingkan dengan standar idel 

belanja modal yani 5-20%, maka angka-angka rasio tersebut masih terlalu jauh 

dari standar rasio yang idel atas belanja modal. Dari hasil pengukura ini maka 

dapat dijelaskan bahwa Badan Keuangan Kota Gorontal memiliki nilai porsi 

belanja modal yang sangat kecil dan tidak ideal dari total belanja yang 

dianggarkan selema empat tahun terakhir. Padahal kita ketahui bersama bahwa 

belanja modal merupakan komponen belanja yang memiliki manfaat lebih dari 

satu tahun dan memiliki nilai investasi. Hal ini seperti dijelaskan oleh Mahmudi 

(2010) bahwa rasio ini pembaca laporan keuangan dapat mengetahui porsi belanja 

daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun 

anggaran bersangkutan. 

Kinerja belanja pada Badan Keuangan Kota Gorontal jika ditindau dari 

perngukuran tingkat efisiensi belanja, menunjukan nilai rasio selama tahun 2017-

2019 masing-masing sebesar 90,89%, 94,32% dan 80,63% dengan teren yang 

fluktuatif dengan nilai rasio terendah terjadi pada tahun 2019. Berhdasarkan hasil 

pengukuran tersebut dapat diketahui bahwa nilai rasio belanja masih dalam angka 

yang baik dan wajar karena tidak melebihi 100% (>100). Jika dibandingkan 
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dengan standar rasio efisiensi belanja Mahmudi (2010) tahun 2017-2018 masuk 

dalam kriteria kurang efisien (90%-100%), sedangkan tahun 2019 masuk dalam 

kriteria cukup efisien (80%-90%). 

Oleh karena itu, secara keseluruhan kinerja keuangan pada Badan 

Keuangan Kota Gorontalo ditinjau dari aspek belanja masi dalam kondisi yang 

baik, beberapa rasio menunjukan kegiatan belanja masi tergolong pada angka 

yang tidak melebihi dari dana yang dianggarkan atau rasio realisasi belanja masih 

kurang dari 100%. Sehingga kegiatan efisiensi belanja masi dapat dilaksanakan. 

Akan tetapi, kekerungannya terletak pada porsi belanja operasi dan belanja modal 

yang dinilai masih didominasi oleh belanja operasi yang nilainya sangat besar jika 

dibandingkan dengan porsi belanja modal. Belanja modal memiliki porsi yang 

sangat kecil dan dibawah standar ideal yang diharapkan. 

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Destisa (2009) pada Kabupaten 

NAD dimana rasio aktivitas menunjukan hasil yang kurang efektif karena dana 

yang dimiliki pemerintah masi diprioritaskan untuk belanja rutin dari pada belanja 

pembangunan.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukan pada bab 

dia atas maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Perkembangan kinerja keuangan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo 

jika ditinjau dari aspek pendapatan masih tergolong kurang baik dan 

belum optimal, dimana niali varians pendapatan masih terlalu besar 

sehingga kecenderungan penerimaan pendapatan belum optimal. Nilai 

rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio efektivitas PAD yang fuluktuatif 

dengan nilai rasio yang masih rendah dan mengalami penurunan ditahun-

tahun terakhir. 

Perkembangan kinerja keuangan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo jika ditinjau dari 

aspek belanja masi dalam kondisi yang baik, beberapa rasio menunjukan kegiatan 

belanja masi tergolong pada angka yang tidak melebihi dari dana yang dianggarkan atau 

rasio realisasi belanja masih kurang dari 100%. Namun demikian, porsi belanja operasi 

masih lebih besar nilainya jika dibandingkan dengan porsi belanja modal dengan nilai 

porsi yang tidak wajar jika dabandingkan dengan standar porsi yang ideal, baik belanja 

operasi maupun belanja modal. 

5.2 Saran 

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Pimpinan Badan Keuangan Kota Gorontalo untuk lebih 

meningkatkan upaya-upaya dalam mengoptimalkan kinerja keuangan dari 
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aspek penerimaan. Nilai rasio penerimaan PAD masi terlalu rendah 

sehingga kebijakan yang dapat melahirkan inovasi terhadap peningkatan 

penerimaan sangat dibutuhkan, baik penrimaan yang bersumber dari PAD 

maupun dari penerimaan pendapatan selain dari PAD. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat melakukan penelitian 

sehubungan dengan proporsi belanja baik belanja operasi dan belanja 

modal. Hanyak hasil penelitin pada daerah-daerah di Indonesia 

menunjukan kecenderungan porsi belanja operasi lebih mendominasi 

dibandingkan dengan belanja modal, sedangkan belanja operasi nilai 

manfaatnya hanya dapat dirasakan kurang dari satu tahun dan bersifat 

belanja rutin. Berbeda dengan belanja modal yang merupakan nilai 

investasi yang dapat memberikan dampak manfaat jangka panjang.  
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